
PERATURAN DAERAH K ABU? Al EN DAERAH TINGKAI 

I I  MUNA

NOMOR : 11 TAHUN 1997

T E N T A N G  
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA 

DAERAH.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPADA DAERAH TINGKAT II'MUNA

a* bahwa sumbangan pihak lcetiga kepada Daerah merupakan 

salah satu sumber penerimaan Daerah, sehingga dengan 

demikian pengurusan dan pengelolaannya perlu diatur 

«obaik-baiknya untuk kepentingan Daerah ;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri N*- 

mor 3 tahun 1978 tentang penerimaan Sumbangan Pihak 

Ketiga kepada Daerah, maka penerimaan sumbangan pi - 

hak ketiga kepada Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Muna tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepa­

da DaerahJ

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentuk­

an Daerah-daerah Tingkat II  di Sulawesi ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomô r 74, Tomba 

han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 

2* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-prkok 

Pemerintahan di Daferah ( Lembaran Negara Republik In 

donesia Tahun 1974 Nrmor 38, Tambahan Lembaran Nega­

ra Republik Indonesia Nomor 3037 ) ;

3i Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pe - 

ngawasan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuang­

an Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1975 N*mor 5 ) ;

4# Peraturan Pemerintah Nom*r 6 Tahun 1975 tentang Cara 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Penyusunan - 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Lembaran Ne 

gara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6 ) ;

5. Peraturan



5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyele­

nggaraan otonomi Daerah dengan titik  berat pada Daerah - 

Tingkat I I  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone - 

siu Nomor 3487 );

6 . peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1378 tentang 

Penerimaan tumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah i ;.

7 . peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Pelaksanaan Pengelolah Barang Pemerintah Daerah*

8 . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang 

Penetapan Produk-produk Hukum dilingkungan Departemen da­

lam Negeri ;

9- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 ten­

tang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Peruba­

han.

Dengan persetujuan Dewah Perwakilan Rakyat Daerah Kabuputen- 

Duerah Tingkat I I  Muna.

M E M U T U S K A N

etupkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I I  MUNA TENTANG 

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KEDIGA KEPADA DAERAH.

B A B I  

KETENTUAN UMUM
• t

Pa3 al 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat I I  Muna ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kofc^pftten Daerah - 

Tingkat I I  Muna ;

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Ting- 

' kat I I  Muna ;

d . Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daftrah 

Kabupaten Dati I I  Muna ;

e . Sumbangan Pihak ketiga uAaluh Pembrian Pihak Kotiga Ko 

pada Daerah secara iklas, tidak mengikat perolehunnya- 

oleh pihak ketiga baik dari perorangan maupun Badan Hu 

kum Yang wujudnya berupa uang atau disamukan dengan - 

uang maupun dengan barang-barang baik bergerak maupun- 

tiiak  bergerak •

f . Pihak ketiga adaluh S-etiap orang utau Badan Hukum yang 

memberikan Sumbangan.

BAB I I  .........................

-  2 -
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B A B  II
»•. _ k 

. ' SUMBANGAN PIHAK KETIGA

• ' • •• 'Pasal 2 • \
1 ' * ‘ •*. ' t w •, i’ * ' V'

('l ):.r.Tctacrintah Dae,roh dapat menerina S«ff0atu sumbangan, dari pi;r.

>. hak-kotiga; > : . . ' • "

(2) Suir.ban.gdn sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) Pasal ini dapat bQ-}V 

. rupa/'pemberian'HadioJa, donasi, wakaf,, hiba dan atau'lain-lal

in .sumbangan^yang serupa dengan itu yang diberikan oleh pi~-' 

hak ketiga ; ;

(3) Sumbangan Pihak ketiga bagi para kontraktor dapat diterima^ 

s e besar; . 1 %\ c r i  Realcost (biaya nyata ) $

(4) PemberiaRr-^umbangan dimaksud ayat (1). , (2) dan ayat (3) Pa. 

sal in i kepada. Pemerintah Daerah oleh Pihak'ketiga tidak - 

mengurangi kewajiban-kewajiban lain pihak ketiga kepaia Ne- 

gar a dan Daerah.

' ", D A B III

• ' ..KETENTUAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
1 ■ ' " .. ■ . . .

Pasal 3

Sumbangan; Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Da­

erah ini harus/persetujuan'terlebih dahulu dari Dewan Perwakil­

an Rakyat Daerah Kabupaten Daesah Tingkat I I  Muna*

' ■ £ m a nda ja t B A B - v

KETENTUAN PENGELOLAAN'

Pasal 4

Sumbangan Pihak ketiga yang diporoleh Daerah sebagaimana dimak­

sud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini akan dipergunakan untuk-

Keprentingan Pembangunan Daerah
\

Pasal 5
r

Sumbangan Pihak ketiga yang, berupa uang iari dan. atau yang disa 

makan dengan uang harus dicantumkan didalan Anggaran pendapatan 

dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Barang-barang bergerak atau barang-barang yang tidak.bergerak - 

yang berasal dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 

?. Pefiaturan Daerah ini menjadi kekayaan Daerah dan oleh karerra- 

itu pengelolaannya dilakukan sebagai milik pemerintah Daerah se_ 

suai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 .......................



Sumbahgon dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah'ini baik- 

:'b^^upd;‘uaiig; ta&up̂ un. barang diserahkan Kepada Bupati Kepala - 

Daerah atau. Pejabat- lain yang ditunjuk untuk itu . ’ ' ..

'• Pasal 3

Tata Cara Pembayaran dan Penyerahan barang sebagaimana dima 

lcsud dalam, pasal 6 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan de­

ngan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

. . L~ Pasal'1' 9

(1) Kepada Pemungut diberikan Upah pungut sebesar 5 %  dari—

jumlah Pungutan* J==-

(2) Hasil Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini- 

disetor pada Kas Daerah melalui Bendaharawan khusus Pe­

nerima Dinas Pendapatan Daerah.

B A B v:

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 10

Sumbangan Pihak ketiga yang diperoleh Daerah sebelum berlas 

kunyn Peraturan Daerah ini yang didasarkan pada Peraturan -

Perundang-undangan yang berlaku dan atau Keputusan Bupati - 

Kepala Daerah dianggap diterima berdasarkan Peraturan Dae - 

rah in i .

B A B VT 

KETENTUAN LAIN- LAIN 

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan

ditetapkan kemudian dengan Keputus m  Bupati Kepala Daerah

sepanjang mengenai aturan Pelaksanaanya.

• • i

B A B  VII

[■'r-;. KETENTUAN PENUTUP



■ KBEEKTUjOT PHTUJJP 

Pasal 12

Peraturan Daerah ind nulal berlaku. pada tanggal diizndangjcan.

Agar supaya setiap orang dapat mengotafrii1 .nyS"menarin — 

tahian pengundangannya Peraturan Daerah, ini dangan penempat­

annya dalam Lembaran Daerah. Kabupaten Daerah Tingkat IX Muna*

Ditetapkan di 

Pada tanggal

i R A H A

» 28 Mei 1 ̂ Ŝ■

ESffJN PEHff/KXLM EAEC AT <

kabupaefit.. daerah

TOTCAT'II KffitA
C.

/'.‘V /  \  V
<■% 1 : 0 » ®  «/B  T TJ

i\ %« <i y’) /  .t' X. . / .>.■ • l

■ /W v '
£.9

.v

BUP^3£ -KEMALA DAERAH THTC3CAT II JH1TA,

<>• \\

'V ' S^V.'SALEH LASATA

Disahkan oleh dubemur Kepala' Daerah TK.1. Sultra 

dengan surat Keputusan t

Nomor

Tanggal

t 439 Tahun 1997 

* 28 Juli 1997

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Muna

ITnmor t 4 Tahun 1997

Tanggal » 6 Juni 1997.

S. e r i * B

# s , V w “  “ Bnp“ H
/ ^ S A E  TmcaiAT I I  MONA,

t

7 H • ̂ MDH* JTJSOP

Pembina Tingkat I^QP «010041152•
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PERATORAR DAERAH 'TTATUTP ATCTT DAERAH TBTCKAT II IOTA

:■ . . i 11 ■ TAHOT 1997.

&:■ . . •'ie itaho

/K,i ;P3THSS-!AiT:/saQANGAlT' PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH. . '.y •

PELC’ELASAir TMK '■■

Sesuai denganmakna Otonom Daerah^maka untuk mengurus Rumah Tonggahnya sooara - 

nyata dan ;t>artanggung jawab diperlukan cunber Keuangan yang oukup tersedia.
j . ' V  ■ .-''a • \

Berdasaxkah Peratuean Menteii Dalam Hogori Hcmor 8 .Tahun 1978 tentang Sunt eng - 

aii Pihak ketiga Kepada Daerah, yang merupakan salah satu sirnbor Pahorimaan Dao- 

rah,maka sudah.-pada vaktunya mengatur Peraturan. Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 

II Muna tentang-penerimaan Sunbangan Pihak Ketiga Kopada Daerah. Sumbangan Pi - 

hak Ketiga .adalah Penorimaan sah dari Daerah sesuai dongan kotentuan diatasj r 

oleh-karena itu harus ditata dai diurus ‘berdasarkan poraturan yang bori aku dan-

I harus dimanf oatk’an' untuk, menunjang Pembangunan Daerah.
I . ■ '

.Dalrn Porajrva£a>Da©rali yang dimslcsud dengan i
I *• . ̂ >*■! v.:.*/*■ - ‘l\, i*.( - ■

- Pembordan/ialah Smbangpa Pihak kotiga sooara ikhlas tanpa pro stasi, 

p. - Hadiah î JLah’ Sunbangan sebagai Pemborian karena adanya suatu Pro stasi yang di

oapai, . \ \  .

- Donasi adalaii dimana Pihak ketiga tor sebut dalam koduduk/ nnya sebagai donatur

- Hibah ialah Smbangon Kepada Daerah dengnn jalan suatu porsotujuan dimana si- 

pon^iibah diwaktu hidupnya, dengan ouno-otna dnn dengan tidak dapat ditarik - 

keobali, menyorabkan soguatu benda guna keperluan «iponc*dfl& hibcCti*

- Wakaf ialah Sumbangan dengan jalan penyisihan sobagai harta benda untuk mak­

sud kebaikan.

Pemborian Sunib angan dimaksud dengan Poraturan Daerah ini harus sooara ikhlas - 

perolehannya,tidak.bertentangan dengan kotontuan Porundang«*undangan yang bor - 

laku dan..tidak mengurangi kovojibaiv- kovajiban Pihak ketiga yang borsan^cutan - 

' Kopada Daerah i -
>' •

PEtC EL ASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jolas*

Pasal 2 Oukup jelas.

Pasal 3 s /  d Pasal 12 Oulcup jolas.



I

.3? 32 If J E L  A S  AH 

A T  A S

PEBATURAN DAERAH KABUPAHIT DAERAH TUT GOT I I  HUT A

itcmor t 11 Tism 1997.

TEUTON0

p m e h tm a m  s u m g m  pihak  ketcoa m »ada daerah.

I. PI3USLASAIT Him I

Sesuai doxlgan makna' Otoncra Daorohymaka untUk mengurus Rvsnah Tonggahnya seoara - 

nyata dan beaHjnnggurlg jnwab diperlukan ember Keuangan yang oukup torsodia.

13erdasarkah Poratuoaft Menteri Dalam Jiogori Nomor 8 Tahun 1978 tentang Sunbang - 

aii Pihak kotiga KepacLa Daorah, yarig morupakan salah satu sunbor Pefaorimaar:. Dao­

rah,maka sudah pada waktunya mongatur Peraturan Daorah Kabupaton Daorah Tingkat 
... u

II  Muna tentang panerimasn Sunt angan Pihak Kotiga Kopada Daorah.. Sunibangan Pi —

hek Kotiga adalah Ponoidjnaan sah dari Daorah sosuai dongan kotantucn diatas, - 

oloh karena itu harus ditata dan diurus bordasaikon Poraturan yang borlaku dan- 

harus dimanfaatkan untdc menunjang Pombcngunan Daorah.

Dalan Peraturan Daorah yang dimaksud dongan i

- Pomborian ialah Suiiban^m Pihak kotiga sooara ikhlas tanpa prostasi.

- Hadiah i^lah Sunbangan sobagai Pomborian karona adanya suatu Prostae' ang di

capai. *

- Donaai adalah dimana Pihalc kotiga torsobut dalan koduduk.'nnya sobagr/ ’’onatur

- Hibah ialah Sunbangon Kopada Daorah dongan jalan suatu porsotujuan d-!- ia si- 

pon^iibah divaktu hidupnya, dongan ounaroma dan dongan tidak dapat d', ■•arik - 

kembali* menyorahkan sosuatu bonda guna koporluan cipond-ina hibah.

- ¥aka£ ialah Sumbangan dongan jala:! penyisihan sobagai harta bonda untuk mak­

sud kebaikan.

Pomborian Suribangon dimaksud dongan Poraturan Daorah ini harus sooara ikhlas - 

poroloharmyajtidck hortontan&an dongan kotantuan Porundang-undangon yang bor - 

lalcu dan tidak mongurcngi kovctfibatv- kovajiban Pihak kotiga yang boroan^cutan •* 

Kopada Daorah*

, PEOTELASAtl PASAL DML PASAL

Pasal 1 Oukup jo las*

Pasal 2 Cukup jo la e .

Pasal 3 s /  d Pasal 12 Oulcup jo in s*



Pasal 18 cukup jchs.

Pasal 19 dan 20 cukup jelas. 

Pasal 21,22 dan 23 uikup jelas. 

Pasal 24 cukup jelas.

Pasal 25 cukup johis.

Pasal 26 cukup jul-w.

Pasal 27 cukup jelas.

Pasal 28 cukup jci«s.

Pasal 2S’ cukup jaiu-s.



B U P A T I  M U N A

PERATURAN BUPATI MUNA 

NOMOR L̂c TAHUN 2012 

TENTANG

ATURAN PELAKSANAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 11 TAHUN 1997 
TENTANG SUMBANGAN P'HAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUFATI MUNA

Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan operasional Peraturan Daerah Kabupaten Muna 
Nomor 11 Tahun 1997 tentang Sumbaraan Pihak Ketiga kepada Daerah, maka 
dipandang perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Muna sebagai aturan 
pelaksanaannya;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dilakukan untuk mendapatkan 
kepastian hukum terhadap pungutan/sumbangan kepada Pemeriruah Daerah 
Kabupaten Muna yang dilaksanakan oleh setiap or?ng atau badan hukum yang 
melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Muna;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b 
diatas, maka perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Muna.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Tingkat II di Sulawesi (Lemoaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tanun 2003 Nomor A7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-urdang Nomor 12 Tihun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Renublik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Trhun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Repjblik Tahun 2006 Nomor 
20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan 
Sumbagan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah 
Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukkan 
Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 1997 tentang 
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

1



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 11 TAHUN 1997 TENTANG SUMBANGAN 
PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

BA3 I 
KETENTUAN UMLM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Katupaten Muna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabuprten Muna;
3. Bupati adalah Bupati Muna;
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dm Informasitika adalah Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna;
5. Dinas Perikanan dan Kelauvan adalah Dinas Peiikana.i dan Kelautan Kabupaten 

Muna;
6. Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset daerah adalah Dinas 

Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Muna;
7. Dinas Kehutanan adalah dinas Kehutanan Kabuprten Muna;
8. Kepala Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan Han Aset daerah adalah 

Kepala Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuanjan dan Aset daeran Kabupaten 
Muna;

9. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan lnform;itika adalah Kepala Dinas 
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna;

10. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Xepala Dinas Perikanan dan 
Kelautan Kabupaten Muna;

11. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muna;
12. Sumbangan Pihak ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga Kepada Daerah secara 

ikhlas, tidak mengikat perolehannya oleh Pihrk Ketiga baik dari perorangan 
maupun badan hukum yang wujudnya berupa uar.g atnu disamakan dengan uang 
maupun dengan barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak;

13. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan 
usaha dan atau dermawan dan memberikan sumbangan kepada Pemerintah 
Daerah Kabupaten Muna;

BAB U
SUMBANGAN PIHAK KETIGA 

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah dap-tf menerima sesuatu sumbangnn dan pihak ketiga yang 
melakukan kegiatan usaha Han atau para dermawan;

(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada aya* (1) dapa'. berupa pemberian 
hadiah, donasi, wakaf, hibah, partisipasi dalam kegiatan pemerintahan dan atau 
lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu ynnc diberikan olah pihak ketiga 
secara sah;

(3) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada 
Pemerintah Daerah olet pihak ketiga tidak mengurangi kewajiban lain kepaaa 
Negara dan Daerah.

BAB III
PEROLEHAN SUMBANGAN DAN PENGELOLAANNYA

Pasal 3
(1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegia.an usaha dt Kabupaten 

Muna dan ataupun para dermawan, memberikan sumbangan/kontrbus' kepada 
Daerah;

(2) Perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha meliputi:
a. Izin Pengolahan Hasil Hutan Rakyat dan atau Hutan Milik;
b. Izin Pengoperasian Alat Tangkap perikanan;
c. Izin Budidaya Hasil Laut;
d. Izin Budidaya Tambak;
e. Penampungan Hasil Laut;
f. Izin Penjualan Bibit Hasil Laut;
g. Pengeluaran Hasil Lau. di Luar Wilayah Kabupaten Muna;

MEMUTUSKAN:

7



h. Izin Penyelenggaraan dan Pengawasan TV Kabe1;
i. Izin pengeluaran kulit sapi segar dan kulit kering;
j. Kontraktor yang melakukan pexerjaan di Kabupaten Muna; 
k. Pengeluaran Hewan hidup-hidup di luar wilaysh Kabupaten Muna;
I, Pengeluaran hasil bum; d?n olahannya di luar wilayah Kabupaten Muna.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan sumbangrn sebagaimana Pasal 3 pihak penyumbang, 
membuat pernyataan bahwa mereka tidak keberat?n dan atau dengan sukarela 
untuk memberikan sumbangan kepada Pemerintah Da erah Kabupaten Muna.

Pasal 5

Besarnya sumbangan pihak ketiga yang diberikan kepada daerah dengan 
mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pemberian izin vang meliputi;
a. biaya penerbitan dokumen izin;
b. pengawasan dan pengendalian kegiatan ussha secara terus menerus 

dilapangan;
c. penegakkan hukum, dan penatausahaan;
d. serta biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal G

Sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 5, dipungut berdasarkan surat 
ketetapan pernyataan dari penyumbang atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IV 
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

(1) Pembayaran sumbangan yang terutang dilakukan secarn tunai atau lunas,
(2) Pembayaran sumbangan dilakukan ditempat yang telah disediakan oleh 

Pemerintah Daerah.

BAE V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 8

(1) Bupati melalui dinas terkait yang melakukan kegiatan perizinan, melakukan 
pengendalian Jan pengawasan atas pelaksanaan Sumbangan Pihak Ketiga;

(2) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan selama kegiatan dan atau usaha berlangsung.

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupat' ini, maka kerentuan yang mengatur 
Sumbangan Pihak Ketiga selain mengenai Peraturan Bupati ini tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 
1997 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
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BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini £kan diatur kemudian 
dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati sepanjang mengenai aturan 
pelaksanaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku oada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan 
bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dterch Kabupaten Muna.

i -  2012

Diundangkan di Raha
Pada tanggal ^  2012

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 20'. 2 
NOMOR : A'-
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